@

L ARAN DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran memnjadi Retribusi
Daecrah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya dilapangan perlu
diatur dengan Peraturan Daerah; )
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daersh tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58&; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209j; '

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimanairlahdinxbahbeberapakaﬁdantexakhirdengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
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atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keu ingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Ternb.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575};

7 Peratura Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 5234);

0. Peraturan Pemeriniah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberion dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S5161)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKI! AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN:



Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT

PEMADAM KEBAKARAN,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Dacrah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Uncang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah. -'

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan
lembage. perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Dacrah.

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

10.

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau hadan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
scbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah atas
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang
dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberi tanda atau isyarat
pada saat awal terjadi kebakaran.

Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat atau benda yang dapat dipergiinakan
untuk memadamkan kebakaran, seperti Racun Api, Hydrant dan Sprinkler.
Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung
besi atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai alat pemadam api.

Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan/ menyalurkan air baik yang
bersumber dari air bawah tanah maupun dari sumber air lainnya yang dipasang
di dalam gedung dan atau diluar gedung,

Splinkler adalah suatu alat atau sistem pemancar air yang bekerja secara
otomatis bila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

Sistem Pemada: 1 Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada
suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan
menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.

Detektor Kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya
suatu kebakaran.

Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan
diriliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari gedung
yang berfungsi untuk melindungi jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung
itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran.

Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang
pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menyatakan bahwa alat
tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk yang menyatakan tentang kelayakan atas alat pemadam, pencegah
kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada suatu bangunan.
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24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau
bertumpu pada batu-batuan sebagai landasan, dengan susunan dimaksud
terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagiarn.

Kompleks atau Kawasan adalah suatu daerah tertentu vang dipergunakan untuk
perumahan atau usaha dan/atau fasilitas umum.

Kenderaan Bermotor Roda 4 (empat} atau lebih adalah kenderaan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kenderaan itu dan
mempunyai roda 4 (empat) atau lebih.

Benda yang mudah terbakar, yang selanjutnya disingkat MT, adalah benda yang
bila terkena panas atau nyala api mudah terbakar dan mudah merambatkan api.

Benda yang tidak mudah terbakar, yang selanjutnya disingkat TMT, adalah benda
yang apabila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau tidak cepat
merambatkan api.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badun yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Jasa Umum.

Masa Fetribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakuken dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/ atau denda.

Pemeriksaan acalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/ateu bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentu::n peraturan perundang-undangan retribusi daerah.



35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama ,Objek Dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dimiliki
dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 3

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakeran adalah pelayanan
pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa
yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 4

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum.

Bagian Kedua
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian



alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati alat-alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakarar, dan alat penyelamatan jiwa menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB I
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pengawasan,
~ pengendaiian dan pembinaan.

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 8

(I) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
berdasarkan jenis, jumlah dan volume / alat pemadam kebakaran yang
digunakan

O



-~

@

Bagian Kedua
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarmya tari! Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
berdasarkan atas laik pakai untuk satu kali pemeriksaan, adalah sebagai berikut:
(1) Pemeriksaan Tabung Racun Api berdasarkan jenis busa, tetra dan soda,
dan/atau lainnya yang sejenis di dalam bangunan/ ruangan, ditetapkan sebagai
berikut:

a. Ukuran Tabung 1kgs/d 2 kg per TABUDE ocoivvcssissenes Rp. 20.000,-
b. Ukuran Tabung 3 kgs/d 4 kg per BAING ...ovonencisisessnnes Rp. 30.000,-
¢. Ukuran Tabung 5kgs/d 6kgpertabung................. Rp. 50.000,-
d. Ukuran Tabung 7 kgs/d 14 kg per tabung ..................... Rp. 75.000.-
e. Ukuran Tabung 15 kg s/d 24 kg per tabung ..................... Rp. 100.000,-
f. Ukuran Tabung 25 kg s/d 34 kg per tabung ..................... Rp. 125.000,-
g. Ukuran Tabung 35 kg s/d 45 kg per tabung ..................... Rp. 155.000,-
h. Ukuran Tabung 46 kg keatas per (310,01 ¢ - SRR Rp. 185.000,-

(2) Pemeriksaan laik pakai Tabung Racun Api di kenderaan bermotor umum,
ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil penumpang umum, 1 (satu) tabung ......... eeererrraaens Rp. 15.000,-
b. Mobil penumpang tidak umum, 1 (satu) tabung ............... Rp. 10.000,-
C. Mobil bus umum, 1 (satu} tabung serrrssseens RP 20,000, -
d. Mobil bus tidak umum, 1 (satu) tabung ...........cccouvveennn.. Rp. 15.000,-
€. Mobil Truk | mum, 1 (satu) tabung ............oevveeo, Rp.  20.000,-
f. Mobil Truk tidak rimum, 1 (satu) tabung ........................ Rp. 15.000,-
g. Mobil tanki BBM/Gas, 1 (satu) tabung ......cccocvvennennen... Rp.  50.000,-
h. Mobil pick-up/taksi, 1 (satu) =125 o 1 RO Rp. 10.000,-
3)  Pemeriksaan Hydran dan Sprinkler, ditetapkan sebagai berikut:
a. Hydran Halaman, 1 (satu) Gtk ...........oveeeeeoooo Rp.  60.000,-
b. Hydran Gedung, 1 (satu) ttik ............covvovooeooo Rp. 80.000,-
C. Sprinkler, 1 (satu) perangkat perlantai .......................... Rp. 80.000,-
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Bagian Ketiga
Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 {tiga) tahman sekali.

Mesa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah dalam waktu satu

kali 6 (enam) bulan. '

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati. |

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan:

a. jumlah alat pemadarmn kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelematan jiwa;

b. jenis alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat
penyelamatan jiwa.

Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

BABV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang terutang dipungut di Wilayah
Daerah.

(1)

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersarnakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

-9.
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(4)

@)

(3)

4)

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 13

Pemanfaatan dari penerimaar. masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan Dan Banding
Pasal 14
Wajib Retribusi terteatu dapat n&engajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
Pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau doktunen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Petribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipeniuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atzau kekuasaan Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.
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(1

(3}

“)

1

(1)

Pasal 15

Bupati dalam jangka waktu paling {ama 6 {enamj bulan sejak tanggal dan Surat
Keberatan diterime harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerhitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimiana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupau atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atai1 menambah besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) se! ulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 17

Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat

membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
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@

S

(1)

()

©)

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STRD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEETHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3} telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satuj bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilekukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB. |

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2
{dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

Hak untuk melakuken penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

kecuali apabila Wajib retribusi melalkukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksad pada ayat (1)

tertanggub apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud para ayat (2} huruf

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secera tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

Plutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakikan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMEFRIKSAAN

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

¢. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yas g terutang;

d. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan vang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan
dan/atau

e. mernberikan keteraingan yang diperhakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

sebagaimana dimaksud pada avat (1} diatur dengan Peraturan Bupati dengan

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
scbagaimana dimsksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman Kepada Peraturan Pemerintah.

-14-
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BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bideng Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

~b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta Kketerangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau Badan
sehubungan iengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokurnen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

€. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukt tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewsjibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 2 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlsh retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Tindak Pidana schagaimana dimaksud pada ayat (1), merupaksn pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), merupakan penerimaan
Negara

BAB XTI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
sepanjang tidak diatur d:lam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama
Jjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

O
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemeriksaan Racun Api
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan nengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Paudan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011
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